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MP DIY Tahun 2022 Naik 4,30 Persen

Sultan: Bayar Lebih
Rendah Kena Sanks1

'YOGYA (KR) Guhl'mn' DIY le—

nkmba

tan Hamengku Buwono X
hnUpuhllmhm.lnﬂwu-m Kota.

¢ dengan
‘Tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,53 gunakan data yang dirilis Badan  Sultan mengatakan, selain UMP,
atau naik 4,30 persen dari sebelum- Pusat Statistik (BPS). Penghitungan - kenaikan juga berlaku untuk Upah
nya sebesar Rp 1.765.000, Penetapan  meliputi. pertumbuhan ekonomi  Minimum UMK. Sesuai dengan ke-

UMP sesuai dengan Peraturan Pe-
‘merintah (PP) Nomor 36 Tahun -

vinsi

2001.000

3 | Kab. Bantul 1916848

| "4 | Kab. Kulonprogo 1904275
5 | Kab. Gunungkidul |' 1.600.000

‘banyaknya anggo- ta Yo
ta rumah tangga, dan ba-  sebesar Rp 2.153.970. Apabila dibn-
‘nyaknya anggota rumah  ding tahun 2021 mengalami kenaik-
tangga yangbekerja.  an Rp 84.440 atau naik 4,08 persen.
"Kalau yang ke- UMK tahun 2022 untuk Kabupaten

/- Slmnubunrﬂp‘l()ﬁlﬂoﬂ Jadi.

marin  (UMP/-
UMK 2021) in- mengalami kenaikan sebesar Rp
“flasi dan per- 97.500 atau 5,12 persen dari tahur se-
tumbuhan bels

ekonominya <
itu nasional, 1916.848 jadi naik Rp 74.388 atau
sckarang in- 4,04 persen dari tahun sebelumaya.

flasi dan per- Sedangkan untuk Kabupaten Kylon-

UMK tahun 2022 ada-

tumbuhan eko-  progo
nomi provinsi. Jadi kalau pro- lah Rp 1.904.275 jadi naik Rp 96.275
pertumbuhannya

bagus ya _atau naik 5,50 persen dari tahun se-
belumnya. Sementara
untuk Kabupater Gu-
| nunghidul Rp 100,000

|, (naik 130.000) * atau

SUtAN b A iR

ada Kausul tambahan

................... Sambungan hal 1

boleh dibawah UMK. Apabila ada pengusaha yang nekat
ja di bawah UMK, maka

dengan peraturan perunds
dangan yang berlaku.

akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.
Klausul itu sengaja saya masukkan agar pengusaha paham
idak diayar sesuai

tuan yang ada ‘jelas Sultan.
Sultan berharap, adanya kenaikan UMP dan UMK di DIY
bisa berdampal posi kepada pengusaha dan buru, Karena
UMP dan UMK

engusah dan

1
tur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan ke-
sejahteraan bagi pekerja dengan memperhatian kemampuan
perusahaan dan produkiivitas," imbuhnya.

Disnakertrans DIY mengungkapkan belum menerima per-

duklivtas dan kualfikasi buruh bisa meningkat
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disna-
kertrans) DIY Aria Nugrahadi mengatakan Upah Minimum

IMP/UMK terse-
but sampai saatn. Ttzpi phalkoya jusi banyak méndapal-

yang
sual dengen_ bessran UMPUMK. yenp dietapkan.

DIY yang
berlaku terhitung mulai 1 Januari 2022. Dalam hal besaran
Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY, tertinggi di Kota
Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul dimana
besaran upah di dua wilayah tersebut mengalami penurunan
Kesenjangan besaran upah sebesar 15,2 pgrsen dibanding
2021

DIY menerima total sebanyak 569 aduan, di-

"Aduan yang kami terima tidak hanya soal pengupahan
tetapi bagian dari aduan, di dalamnya banyak aduan lain
berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan. Regulasi
untuk dipatuni sehingga dalam penegakannya; kami ada
mekanisme pengawasan kelenagakerjaan mulai dar upaya

ding dengan kabupaten di wilayah perbatasan provinsi, mem-
punyai potensi penurunan kesenjangan besaran upah, dikére-
nakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi atau inflasi,
Hal tersebut sesuai dengan semangat dari PP Na :!GTxmn
2021 tentang Pengupahan

yudisial” tan-
das Aria

Terkait adanya penolakan dari asosiasi pe'keqa perihal
penetapan UMP/UMK tersebut, Aria mengak tetap men-
gacu pada UU Cipta Kerja maupun turunan PP

rangi kesen;angan besaran upah dan mewujudkan eadion
antar wilayah, ‘katar

Avia menya(akan Upah Minimum Kabupaten/Kota muu
b
pada pemsahaan yang bersangkutan. Pengusaha dllamnv
membayar upah di bawah Upah Minimum

igupahan yang masih menjadi hukum positif sebagai
dasar penetapannya. Dengan adanya UU Cipta Kerja, se-
betuinya sudah tidak ada penangguhan pembayaran
UMP/UMK tersebut karena upah minimum tersebut seba-
gai jaring pengaman pengupahan paling bawah.

*“Jika murmi hasi perhitungan formula ada dua kabupaten di

serta fidak melakukan penangguhan pembayaran Upah
Minimum 2022 Sehingga

DIY yangL d
takan UMK ndak diperkenankan di bawah UMP. Dari hasil

rang untuk memberikan upah dibawah standar UMP/UMK
yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan

Bupati Kulonprogo dan Bupati Gunungkidul
akhimya menétapkan UMK diatas UMP. Sehingga betul betul
yang berlaku di kabupaten adalah UMK," pungkasnya.  (Ira}f
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